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WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Pada Pasal 72 ayat (4) bahwa Alokasi
Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pedoman Pembagian, Penetapan dan Penggunaan
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 411 1);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomer 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398),

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terakhir diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perckonomian Nasional dan/atau Stabilisasi Sistem

%)



10.

11

12,

13.

14,

15.

Keuangan; . _

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa sebagaiman diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015
tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
137}

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
jaminan Kematian ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Ilari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5716});

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611});

.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 18 Tahun
2005 tentang Titik Koordinat Wilayah Kota, Jumlah dan Nama
Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Dalam Daerah Kota Padang
Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan
Tahun 2008 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang
Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota



Menetapkan

Padang Sidempuan Nomor 5|, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan
(Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Padang
Sidempuan Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN,
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

L.

2
3.
4

o

10.

1

Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.

Permerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah
schagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah,

Kepala Daerah adalah Wali Kota Padang Sidempuan.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang dalam
pelaksanaan tugasnya mempﬂmleh pelimpahan sebaglan
wewenang Wali Kota mengenai sebagai urusan otonomi
daerah.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum vang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakal setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakul dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan
pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan WNegara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah unsur pemerintahan Desa yang terdiri
dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala
Dusun.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padang
Sidempuan yang merupakan perangkat daerah
pengelola keuangan daerah.

Badan Permusvawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut dengan Siltap
adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang
ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan Belanja
Desa (APBDes).



terima setiap bulan aleh anggota BPD yang ditetaplkan setiap
tahun dalam anggaran Pendapatan Belanja Desa (APEDes).

13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dans
Alokasi IThusus,

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, Penyelenggaraan,
Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban  dan
Pengawasan Keuangan Desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya  disingkat RPJM Desa adalah Dokumen
Perencanaan Desa untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya discbut RKPDesa
adalah pemjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka wakiu 1 {satu) tahun.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa vang dapat
dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala hentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa
tersebut,

19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar  seluruh  pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetaplan.

20.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disingkat BPJS Keschatan adalah badan hulkum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan
Keschatan.

21. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa vang telah
membayar Turan Jaminan Kesehatan,

22, Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kota Padang Sidempuan.

23.1luran Jaminan Kesehatan vang selanjutnya disebut luran
dalam sejumlah uang vang dibayarkan sctiap bulan oleh
Peaserta,

24, Kebutuhan Mendesak adalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
yang disalurkan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa.

. BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesalu Maksud

Pasal 2
Maksud ditelapkannya Peraturan Wali kota ini adalah sebagai
pedoman  dalam  menetapkan pembagian, Penetapan, dan
Penggunaan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam rangka
mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakal dan Pembinaan
Kemasyaralatan,



Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

a. memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Pembagian,
Penggunaan rincian Alokasi Dana Desa setiap
Desa,

b. meninglkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat
Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

¢, memberdayakan masyarakat agar mampu menggali potensi
Desa  dalam rangka  merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi, serta melestarikan hasil pembangunan;

d. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat
sebagai mitra kerja  dari Pemerintah  Desa  dalam
penyelengparaan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan; dan

¢, meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam
penyelengparaan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

BAT III
SUMBERE ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

{1] Sumber ADD berasal dari Dana perimbangan vang diterima
Pemerintah Dacrah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kota Padang sidempuan setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

(2] Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} paling
sedikit sebesar 10% ( SBepuluh Persen ) dari Dana Perimbangan
vang dilerima Pemerintah Dacrah setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus,

[] Pelaksanaan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dilakukan dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah.

BAB IV
BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal5
Alokasi Dana Desa Kota Padang Sidempuan Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp.40.500,004,900,00 [empat puluh
milyar lima ratus sembilan juta empat ribu Sembilan ratus
rupiah} vang dialokasikan kepada 42 (empat puluh dua)
Desa,

Pasal 6
Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud  Pasal
dapat dialokasikan untuk:
a. kegiatan Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa;
b, kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
€. kegiatan Bidang Pembinaan Kemasvarakatan;
d. kegiatan Bidang Pemberdayvaan Masyarakat: dan
€. bidang Penanpgulangan Bencana Darurat Dan
Mendesak di Desa.

. Pazal 7
(1] Penentuan besaran Alokasi Dana Desa
dengan mempertimbangkan :
&, kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa:
b, BPJS Kesehatan Kepala Desa: dan



. tunjangan Penghasilan BPD,

I2) Hesaran Alokasi Dana Dean terhadap belanja lainnya untuk
setiap Desa Tahun Anpgaran 2023 dialokasikan sesual dengan
formula berdasarkan peraturan perundang undangan kepada
seluruh Desa setelah dikurangi Siltap, BRJS Kesehatan Kepala
Desa, Perangkal Desa dan Tunjangan BPD,

Pagnl &

Besaran Alokasi Dana Desa sehagnimana dimaksud pada Pasal 5

sehagai berikut:

(1) Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan
Perangkat  Desa Tahun 20723 ditetapkan  sebesar
Rp.9.065.927,040,.- (sembilan miliar enam puluh lima jura
sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupishy.

(2] Tunjangan Penphasilan BPD untuk Tahun 2023 schesar Rp.
2.195.400,000.- {dua milyvar seratus sembilan puluh lima juta
eropat ratus ribu rapiah ).

(3} Anpgaran Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk peruntukan
sehagaimana dimaksud pada Pasal 6 hural b, c. d dan ¢
sebesar Rp, 29,247 677,860 - [dua puluh Sembilan milyar dua
ratus empat puluh lujuh jua enam ratus tujuh puluhb tujuh
ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pagal 9
Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa schagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidalk
lerpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,

BAB V
PENGATURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Dess
sceual  dengan kewenangan  dengan mengacu  pada
Perencanaan Pembangunan Kota Padang Sidempuan.

(2] Kegiatan wang dibiaya dari ADD harus menjadi  bagian
EPIMDesa, RKP Desa dan APEDesa.

(3] Penctapan Penpggunaan Alokasi Dana Desa dibahas dan
disepakati dalam musyawarah Desa serta ditetapkan dalam
Peraluran Desa,

(4] Pemberian ADD bertujuan:

a. meningkalkan pelayanan publik bagi warga masyarakat
Desa  puna  mempercepat  perwujudan kesejahtleraan
urmum;

b. memberdayakan masyarakat Agar mampu  menemukan
serta mengenali potensi permasalaban dan kebutuohan
pembangunan  dalam  masvarakat schingga  dapal
merencanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan secara
bertanggungjawab serta mengamankan, melestarikan dan
mengembanglkan hasil pembangunan:
memberdayakan kelembagaan masyarakat di tingkat Desa
agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya
schagai  milra  dari  pemerintah  Desa  dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan
pemberdayaan masyarakat:

d. meningkatkan kesejahteraan penyelenggara Pemerintahan
Desa:

C. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan
Pemernintahan Desa;

a



f. mendorong peningkatan swadaya, gotong rovong dan
partisipasi masyarakat: :

g. meningkatkan perckonomian masyarakat Desa melalui
kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan; dan

. memperkuat  masyarakat [Desa  sebapgai  subyek
pembanpunan.

BAE VI
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN,
TUNJANGAN BPD DAN BELANJA OFERASIONAL
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatua
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkal Desa

Pasal 11

(1} Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sckretaris Desa, Ferangkat
Desa lainnya Serta Kepala Dusun dianggarkan dalam APBDiesa
vang bersumber dan Alokasi Dana Desa [ ADD |,

|2] Kepala Desa dan Perangkal Desa memperoleh Siltap untulk 1 |
Zatu ) Tahun Anggaran.

(3] SBiltap sebagaimana yvang dimaksud pada ayat (2] diterima
setiap bulan dengan rincian sebagai berikoat :

a. Kepala Desa Kp.2.426_ 640,00
b, Sekretaris Dosa Non PRNS ‘Rp.2.224.42G,00
o, Kepala Urasan/Kepala Selksi Rp.2.022.200,00
id. Repala Dusun Rp.2.022 200,00

(4] Dalam hal Alokasi Dana Desa (idak mencukupi untuk
mendanai Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris
Desa Perangkat Desa serta Kepala Dusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam
APBDesa selain Dana Desa.

i) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala
Dusun dapat dibayarkan oleh Pemcrintah Desa terhitung
mulai bulan Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember
2023,

{B) laran BPJS Kesehatan dan BRJS Ketenagakerjaan Kepala Desa
dan Perangkat Desa dibayarkan sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan,

(7] Rincian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
untuk sctiap Desa scbhagamimana dimaksud pada ayat [3)
tercantum dalam Lampiran [T yvang merupalkan bagian tidal
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bapgian Kedua
BRJIS Kesshatan dan BRI Ketenagakerjaan

Pasal 12

(1) Setiap Kepala Desa dan perangkal Desa Wajib ikat scbagad
peserta BPJS Keschatan dan BPRJS Ketenagakerjaan selama
mergabal sebagai Kepala Desa.

(2] Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pescrta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kewajibannyva
sesual dengan iuran sebagai peserta BPJS Keschatan dan BRJS
Ketenagalkerjaan.

(3] Kepala Desa berkewajiban membayar iuran BRJS Kesehatan
dan BPJS Kelenagakerjaan setiap bulannya sesuai dengan
Ketentuan peraturan Perundang-Undangan.



Bagian Ketiga
Tunjangan BPD

Pazal 13

(1) Anggota BPD diberikan tunjangan Penghasilan,

(2]

{4)
(5]

(1}

)

(3)

()

Besaran tunjangan penghasilan BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Ketua ‘Rp.1.000.000,00

b, Wakil Ketua :Rp.850.000,00

¢, Bekretaris Rp.750.000,00

d. Anggota Rp.700.000,00

Tunjangan angegoia BPD dapat dibayarkan sétiap bulan oleh
Pemerintah Desa terhitung mulai tanggal | Januari 2023 dan
berakhir 31 Doesember 20023,

Untuk Anggota BPD hasil Pergantian Antar Waktu (PAW)
diberikan tunjangan sejak ditetapkan oleh Wali Kota.

Rincian tunjangan penghasilan anggota BPD untuk setiap
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana
tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bapian Keempat
Belanja Operasional Pemerintahan Desa

Pazal 14

Belanja Operasional Perkantoran dipergunakan untuk
penunjang kegiatan operasional pemerintahan Desa selama 1
(sabu) tahun anggaran,
Belanja  operasional sebagaimana  dimaksud ayat (1)
dipergunakan untuk:
a. biaya penyediaan adminisirasi pemerintahan Desa
b. biaya  rapat/musyawarah dalam  penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.
Belanja sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a terdiri
dari:
Belanja barang dan jasa yaitu belanja barang habis pakai vang
masa manfaatnya kurang dari 1 (satu ) tahun yang terdiri dari :
biava alat tulis kantor;
hiayva benda pos;
bilaya cetak/Pengpandaan;
biava sewa kantor Dcsa;
biaya sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
biaya makan dan minum;
pakaian dinas dan arribuinya;
pefjalanan dinas:dan
i. biava laporan dan administrasi lainnya.
blayd rapat/musyawarah sebagaimana pada ayat (2) huruf b
terdiri dari :
a. biaya rapat Desa dengan BPD;
b. biaya rapat musyawarah perencanaan pembangunan Desa:
c. biaya rapat penyusunan RKP Desa;dan
d. biaya rapat lainnya.

Tmooanow



: BAB VI .
PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN
TETAP DAN TUNJANGAN BPD

Pasal 15
Penghentlian Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat
Desa Dan Kepala Dusun Serta Tunjangan Anggota BPD antara lain

(11 Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala
Dusun serta tunjangan Anggota BPD dihentikan karena:

&. habis masa jabatannya;
b, meninggal dunieadan
¢. diberhentikan;

(2] Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun serta Anggota
EPD} yang meninggal sebelum habis masa jabatannya,
diberikan penghasilan tetap sampai dengan bulan vyang
bersangkutan;

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa vang  diberhentikan
sementara, tidak diberikan penghasilan tetap sejak ditetaplan
keputusan Pemberhentian sementara dari pejabat  yang
berwenang,

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 16

(1} Mekanisme penvaluran ADD dilakuksn melalui
pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Dacrah ke
Rekening Kas Desa,

(2] Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :

a. Tahap [ sebesar 50 % (lima puluh perseratus);

b. Tahap IT sebesar 50 % (lima puluh perseratus);dan

(3) Penvaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap
dengan menggunakan pola transfer dari Fekening Kas Umum
Daerah ke RKD,

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap pertama sebesar 50 %
(lima puluh perseratus| dapat dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan:

a. peraturan desa tentang APE Desa tahun berjalan;

b. peraturan desa lentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;

c. keputusan kepala desa tentang Penetapan Pelaksana
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

d. rencana anggaran biaya alokasi dana desa;

e. berita acara hasil musyawarah desa tentang penggunaan
Alokasi Dana Desa yang dilengkapi dengan daftar hadir
peserta musyawarah; dan

f. Laporan realisasi penyerapan dana Alokasi Dana Desa
tahun sebelumnya.

(5] Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk tahap kedua
sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dilakukan setelah
Kepala Desa menvampaikan laporan  realisasi
penyerapan Alokasi Dana Desa tahap scbelumnya sesuai
jumlah Alokasi Dana Desa vang telah diterima oleh Desa
dan telah diverifikasi oleh Kecamatan.

(6] Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (4)
disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kota Padang Sidempuan setelah



(7]

(1)

(2}

(2

{4

diverifikasi Camat.

Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Nomor Rekening Kas Desa schagaimana tereantum
dalam lampiran IV Peraturan Walj Kata ini.

Bagian Kedua Pertangpungjawaban ADD

Pasal 17

Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi

pelaksanaan APBDesa,

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa lerintegrasi dengan

pertanggunginwaban APBDesa, sehingga bentul

pertanggungjawaban adalah Pertanggungjawaban APBDesa:

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBEDesa yang

dibiayai dari Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:

4. laporan triwmalan, yaiti laparan MenFena
pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa
dibuat secara rutin setiap pertiga bulan. Adapun yang
dimuat dalam laporan ini adalah rincian realisasi
penerimaan dan belanja Alokasi Dana Desas;

b. laporan semesteran, yaitu laporan Realisasi dan
Kegiatan pelaksanaan Alokasi Diana Desa
disampaikan paling lambat minggu ke-2 bulan Julj
tahun berjalan; dan

c. laporan tahunan, yaitu laporan dari penggunasan Alokasi
Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan
pPenycrapan dana, masalah vyang dihadapi dan
rekomendasl penyelesatan hasil akhir penggunsan
Alokasi Dana Desa disampaikan paling lambat minggu ke-
2 bulan Januari tahun berikutnya.

Selain menyampaikan laporan scbagaimana dimaksud pada

dyal (3], Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi

penyerapan  dana  Alokasi Dana  Desa setiap tahapan
penyalurannya dan laporan akhir realisasi penyerapan Alokasi

Dana Desa setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {4 disampaikan

kepada Wali Kota melalui BPEPD setelah diverifikasi oleh

tim Kecamatan.

BAE IX
PEMEBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

OFD Pengelola Alokasi Dana Desa melakukan pembinaan dan
pengawasan  di Tingkal Kota Padang Sidempuan, Pendampingan
di Tingkat Kecamatan dan Pelaksana di Tingkat Desa.

Pasal 19

Tim Pelaksana Tingkal Desa dibenluk dan dilelapkan dengan
Keputlisan Kepala Desa vang terdirl dari tnsur Pemerintahan
Desa, unsur BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnyva, dan
mempunyai tugas sebagai berilout:

d.

b.

menghadiri pelatihan/oricntasi/sosialisasi Alokasi Dana Desa
vang dilaksanakan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
musyawarah perencanaan penggunaan Alokasi Dana Dess
yang mengacu pada Peraturan Wali Kota ini:

mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa
kepada Wali Kota c.q. BPKPD;

mencairkan, menggunakan, melaporkan dan



# e. Ezmﬁagf?mﬂﬁﬂwabkan Alokasi Dana Desa;
perkemb Aporan penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup
sertam m;ﬂ““ pelaksanvan,  dan  penyerapan dana,
f. memb asalah yang dihadapi; dan o
dib 2antu pemecahnn masalah yang timbul sebagai akibat
: crlrk_imﬂjfa Alokasi Dana Desa dan mengkoordinasikannya
pada Tim Pendamping Kecamatan,

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa meliputi;

A pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang
kekuasaan pengelola keuangan  desa  dalam rangka
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan Tekhnis
Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;

b. pengawasan dilakukan oleh  Masyarakat dan  Badan
Permusyawaratan Desa dalam bentuk kritik dan saran yang
bersifat membangun dalam rangka meningkatkan kinerja
Pemerintah Desa dan transparansi Alokasi Dana Desa;

c. pengawasan dilakukan olch aparat pengawasan Internal sesuai
dengan peraturan perundang undangan;dan

d. hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilaporkan kepada Wali
kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2]
Peraturan Wali Kola ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota imi dengan penempatannya dalam Berita
Dacrah Kota Padang Sidempuan.

Ditetaplean di Padang Sidempuan
Pada tanggal 3 MEI 2023

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,
Ttd.
IRSAN EFENDI NASUTION
Diundangkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN

Ttd.
LETNAN

FERIITADAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2023 NOMOR 11 TAHUN 2023
-. \ siai-dengan asling o




LAMPIRAN I
PERATURAN WAL] KOTA PATIANG BIDEMPUAN

MOMOR 11 TAHUK 2021

TEHTAMC
PEDOMAN TEMEACIAN, PERETAPAN DAN PENOOUNAAN

ALOHAS] TANA DIEA TANUN ANGOARAN 2023

ALOEAS] DANA DESA TALILN ANOOARAN 2020
KOTA PADAND SIDEMPLIAN

' v

™ ;
: ' KECAMATAN JT1FaA Tatal ATHD
RECAMATAN PADANG SIDEMPUAN T . ] .
rl‘ PURWODAT ATUNADUA B46.07 3,282
= |GUNLING HASATIATAN 6,073, 2A2
| 9 [LLIUNGOURAP Rl 7 4 2
o [ARK TUHLTL ooty A7 A
S [BARLIAS Pl 7 SR |
L& [SILOTING Fi. 73 2R
|7 |AEK BAYLIR Gt A7, a8
| 8 |PLDUN JAE 69,37 0282
L9 [FUDOR JuLu 606, 473,202
L LU BATANG BATAL (40,373,252
| L1 [AEK MAJAN G670, 282
| L3 | 96 474,262
L3 |RARGOT TOPON G G460, A7, 203
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN HUTAIMBARU
L [SABLUINGAN S1PATRANGLUN 6L, 373 2R3 |
= [SIMNGALY (it T s -
S HUTA PanaNG A6, A7 5,282
4 |PARTTHAMAN SAROA G50, 470382
S OITINIOMAN LAMA &G 07,282
F’E"-'L‘.-\Hﬁ'l'."l.'.‘{ .I:’HDH.NG SIDEMPUAN TENGOARA
1 [PALGEAT Ph Felf, 73, 2
2 [SALAMBLE 606,373,283 |
3 |PUBRBATUA P A.A70.283
|+ |ZIGULANG G086 370, 2683
5 |MANLINOGANG JLILLY 59A, 373,283
& |01 596,373,283
7 |MANEGEN BO6, 73,283
S HUTA KOJE 963732283
{75 [HUTA LIMBONG B0, 373 283
10 | HUTA PADANG 696.373.283
11 [FERKERUNAN PR 506,373 263
12 |LABUHAN LABD 696, 373.263
13 |[HUTA LOMBAKG 696,AT3.265
14 [MANUNGSANG JAE £O6,373 283
15 |LABUHAN RASOKL G5, AT 3 260
o (TARUTLUNG BARL GG 373, 283
RECAMATAN PADANG SIDEMPUAN ANGEGLA JULU
1 | JOEING LOMBANG 646,373,282
T [BATU LAYAN B96.47 3,282
3 [BIMASOM 696,073 282
4 |PINTU LAKGIT JAK 696.373.2582
S [MOMPANG 656,373,282
& |RIMBA SOPING G596 .dTI. 282
T GIMATGHIR B0, 37 3,283
BOG 373, 382

8 [JORING HATOHANG

TCYIAL

29 24T 67T, 8O0

Diundanghkan di Padang Sidempann
pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Td,

LETNAN

2107705025 200312 1 006

WALL KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd,

IRSAN EFENDI NASUTION

VRWIN

BERITA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAIIUN 2023 NOMOR 11 TAHUN 2023



LAMPIRAN 11
PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
Tl 2014

NOMOR |}
TENTANG

FEDOMAN PEMBACHAN, PENETAPAN DAN PENGOUNAAN ALOKAS]
DANA DESA TAHUN ANGOARAN 2023

FENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGHRAT DESA
KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN ANGGARAN 2023

Ne.|  Nama Kecama Biltap Ke
: : tan [ Deag gzaapﬂh Siltap Sckdes | Siltap Kaur/Kasi |  Siltap Kadus Total
KECA 3 4 5 & 7
] %—‘%&:ﬁ—?ﬁ.____FMMN BATUNADUR
2 |[CUNUNG HASARATAT ——1 29.115.580 36,603,040 a7.065,600 72,799,200 22E677.520
3 G bk 29.119.680 26.693.04 400 177.144.790
UJUNGGURAR SO3.040 07,065,600 24,266
4 |AEK TUTIOL 28.119.680 26.693.040 57.065.600 57.065.600 249.643.920
5 [BarRUAR 2%.119.680 26602040 S7.065.600 48 532,600 201.411.120
& [siotng —————— ?9.119.530 26.693.040 9706 5 600 48,532,500 201.411. kzr;
> ek 29,119,680 25,603,040 97.065.600 72,790,200 F25.677.5 m
& |PUDUN JAE 259,119,680 26,693,040 97.065.600 4E, 530,800 201.411.120
5 [FUDUN TOLT 29119680 26.693.040 57.065.600 121,332,000 2?4.210.3?0
10 |BATANG BARAT 29,119,680 26_693,040 97.065.600 48,532,800 201.41 11,1.40
T AR MAT! 20,119,680 26.603.040 97.065.600 458.532.800 201.411.120
TRETT J 20,119 680 26,603,040 07 .065.600 24.266,400 177.144.720
BT B«“-R‘.JDTTDP{} 20110650 26.693.040 57065600 57,065,600 345 0943 920
— NG 2. 119 680 26,603,040 Q7065600 145508400 208,476,720 |
KECAMATAN PADANG SIDEMPLUAN HUTAIMBARL =
1 |SABUNGAN SIPABANGUN 20,119.680 26605040 O7.055.600] 121.332.000 074.210.320
2 |SINGALL 25,119,680 26.603.040 57.065.600 48,532,800 201,411,120
3 |HUTA PADANG 29,119,680 25.693.040 7.065.600 4B.532.800 20L.411.120
4 |PARTIHAMAN SARGIHA 20.119.680 26,693,040 97065600 T2.7En 200 235.677.520
5 |TINJOMAN LAMA 20119680 26693040 07.065.600 07065600 045.543.920
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA -
i |PALOPAT FK 20,110,680 26.693.040 07,065,500 72799 200 225 677.520
2 |SALAMBUE 20.119.6580 26.695.040 07,065,600 72,799 200 235.677.520
| -3 |PURBATUA PE 09.119.680 26.633.040 97.065.600 ] 152.878.320
|4 [SIGULANG 29,119,680 26.693.040 G7.065.600 24 260,400 177.144.7:20
5 |[MANUNGGANG JULU 29,119 680 26.693.040 97065, 600 45.532.800 201.411.120
6 |Gort 20119680 25.683.040 a7.065.600 25.532.800 201.411.120
7 |[MANEGEN 25.119.680 26.608.040 07065600 48,532 800 201.411.120
B |HUTA KQJE 251 19.680 26.692.040 S7.065.600 0 152.878.,320 |
2 |HUTA LIMEONG 20,118,680 26.623.040 G7.065.600 [5] 152 878,320
10 |HUTA PADARG 29.119.650_ 26,693,040 07,055 600 5] 152.878.320
11 |FERKEBUNAN FK 29.119.680 06.693.040 07 6aE.600 o 152.8#78.320
12 [LABUHAN LABO 23,119,630 26,653,040 7 065 600 121.332.000 274 010 320
|13 [HLUTA LOMBANG 20,110,680 26 693,040 O7.065.600 0 152.8758.220
14 | MANUNGGANG JAL 20,119.650 26.4693.040] 97.065.600 &7.065.600 249.943.920 |
L5 |LABUHAN RASOKI 259,119,680 26.603.040 97.063.600 97.065.500 249.943.920 |
16 |[TARUTUNG BaRU PR 26 G93.040 FT.055.600 i 152.878.320
EECAMATAN PADANG SIDEMPUAN ANGHOLA JULL : =
1 [JORING LOMBANG 28.119.680 26,593,040 G7.065.600 B7.065.600 245,045,920
3 |BATU LAYAN oh_ 119680 26.693.090 a7.065.600 72.799.200 225.677.520
3 [simasomMm 25 119 680 26.692.040 97,065,600 72,790,200 225.677.520
4 |PINTU LANGIT JAE 20.119.680 26.693.040 97.065.600 145,598 400 098,476,720
5 [MOMPANG 29.119.630 | 06.693.040 07065, 600 72,700 200 235.677.520
& |RIMEA BOPING  95.119.680 | 26.693.040 97065500 121.332.000] 274,210,320
7 |SIMATOHIR T 20.119.680 25,603,040 07 065,600 35542 800 201.311.120
[ 8 [JorING NATOBANG 20,115,680 26,693,040 57,065,600 G706 5,600 049 .643.920
| JUMLAFH 1.223.026.560 1.121.107.680 |  4.076.755.200 2645, 037.600 5.065.927.040

Diundangkan di Padang Sidempuan

pada tanggal 3 Mel 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

reund denpgan aslinga

GAGIAN HUKUM

{ 006

BERITA DAERAIT KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2023 NOMORE 11 TAHUN 2023



LAMPIRAN it:

PERATURAN WALl KOTA PADAND SIDEMPUAN

HOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALDHAS]

DANA DESA TAHUN ANGOARAN 2023

TUNIANGAN FEROHASILAN KETUA DAN ANGOOTA HPD
ROTA PADANG 810EMPUAN TAHUN ANOGARAN 202

i Nama Kecamatan | Denn Jurnlnh Total [Rpl
i
KECAMATAN PADANC SIGEMPUAN BATL rs'.l.mfh ’
1 PURWODALY A AL, (0 0
2 GUNUNG HASAHATAN 4'.r.4nu.r|r|@,lr1r|
3 LIUNGOLIRAP A7 A0 0Nenn
4 AEHK TUHUL 4700 G00 00
5 BARUAS AT G0 O, 10
& SILAOTING 554 000 O, 0
T AEK BAYUR 47_400.000,00
o] FUDUN JAE B 10600, 000, G0
3 PUDLIN JULLS AT A00.000,00
1¢] BATANG BAHAL 474000006, 00
11 |AEK NAJAD 4740000000 |
12 [2IMIRIK A7 ACD.000, 00
£, 200000, 00

13 BARGOT TOPONG

KECAMATAN PADANG BIDEMPUAN HUTAIMBARL
1 SABLUNGAN SIPABANGUN 5 000/000.00
2 BINGALL o4 500.006,00
3 HLITA PADANG 25:000000,00
48,000.000,00

A |FARTIHAMAN SARDHA

48_0nn.0n00,00

5 ATINJOMAKR LAMA

HECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGDARA
1 PALOFAT PK T B 1,00, 00, 00
2 MELS #1.000.000,00
L ii';ga%: FH a7 AD0_000,00
4 |BIGULANG W7 AD0.000,00 |
5 |MANUNGGANG.JULL :;.jﬁ.ggg gg
6 |Gom 200,000,
7 MAKEGEN 64.200.000,00
B |AUTA HOJE 47,400, 000,00
9 |HUTA LIMBONG 47 400,000,000
i HUTA PADANG 4 00,000, 00
| 11 |PEEKEDUNAN P 47 ACD OO0, 00
| 12 |LABUIIAK L&BO AT AD0.000,00 |
| 13 |HUTA LOMEANG 57 00,000,000
| 1% |MANUNGGANG JAE ok, 00, 000,00
15 |LABUHAN RASOK 47.400.000,00
|16 | TARUTUNG EARC 47,00 000,50

HECAMATAN FADANG 2] DEMFUAN ANGHOLA JUILL

47.400.000.00

1 JORING LOMBANG
2 HATL LAYAM ST 00 000,00
[ 3 [=iMazoM 47.400.000,00
| i FINTU LANGIT JAE AT 400, 000,00
| 5 MOMPANG 4720000000
[ & |misEa soFING CETTLTE
7 SIMATOHIR 4.?.4-0{10!-“-1.
7] JOHING BATOBHANG &7, 000,00
2,195,800 000

JUMLAH

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 3 Mej 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETHNAN

WALL KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

BERITA DAERAN KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2023 NOMOR 11 TAHUN 2023

o o e E el
L eorngan gl

\GIAN HUKUM



4 I AMPIRAN T

4 ' FERATURAN WALL KOITA BAUART 51
SIDEMPIIAN
Fd ’ HoMoR 1) ‘ﬁﬂlﬁlupl j.qﬂ
TENTANG
FEDOMAN PEMBACIAN, PERIZIAFAN AN HENOGURAAN ALDEAS DANA
. DESA TAIIUR ANGOARAN 2033
Ea
FEMERINTAHAN KOTA PADARD SIDEMELAN
FOMOR REKENING DESA TAHUN 2029
(58] KECAMATAR DESA .
- HAMA BANI | ROMOR REKENING KEPALA DESA HTATUS DESA
1T TR 00
2 e £ TAT DANE BUMUT | 230020403 L4684 [FONTAS SIREGAR DEFKEMDANG |
El 0] JORING LOMBANG | BANK SUMUT | 2000201031 4659 [HOIRUN HASTRUAR HERKEMHARG
377003 i ]
4 |papanc smempoas 12 ! m? Iﬂmn.[g HATUBARG | BANE SUMUT | 2300204001 4801 [ANDL ARV ARTO ML
5 J‘-NGIHC-EA UL 02008 MOMPANG FANE SUMUT | 2000204020 4702 | AILUL FUTEA HARAHAP BHERKEMHANG
— | ITTOLHNE  BINTU LANGIT JAk DANK RIMUT | 230020902147 14| SAMIIN SIREGAR HERBEMHARNC
Ed JETTOGE000  RIMBA SORING HAMI SUMLT | 33nnenand] 467 2| MANGARANON SIREGAR CEREEMBANG
- 1277002000 SIMASOM DANK SUMUT [ 330020400151 24 [ALIMAD SIRECAR DERKEMTANG
= 12TTOL20G7 - SIMATOHIR AANI SUMUT | 230030403 11376 | MUISLIM PARTAMAN BERKEMAANG
10 LTINS AER B HANIE SUMUT | 280uim03 19703 [ELISON MAKTUA SIREGAR EEHEEMHANG
12TT042013  AKK NAJAN DANK SUMUT | 2300304031474 1 [MUKITAR HARAHAT BLREEMBANG
11 7 ; cuaph
B LATTOQI00E  AKK TITHIIL BANK SUMUT | 230020103 14507 [AMEAN HASIBUAN, SH BEREEMPEAN
|14 L3TFORA0ELE  BARGOTTORONG HANK SUMIT FANDA0ANSE L4799 ] LARUTAY A | LARAD AT BERKEM AN
L1 LITP0R00T  PARUIAS BANK 5UMUT FANEA0A0E TR0 FUKRIN HARARAR DERKEM BANG
-:—f PADANG SITEMPUAN— 32002 HATANG DAFIAL BANE BUMUT [ 230020401 14726 SVARITUDDMN SIREGAR AEREEMHARG
L2 HATIHADUA ELPTDEIONG  GUNUNG HASAHATAN | BANE SUMUT LHABADIIAT TS| SMAN SIREAR DERKEMBANG
| 164 1377032010 FUDUN JAE BANK SUMLT AFNIHA TR 1T BATUIAR HARKEIAT, 5T, 61 RARRKEMBANG
|37 | BEFFLAA0NT PRGN AR THaNI S IMILTT AHHEHHRA TATEO [ GINNA HARAHAP HERKEMEAN
ﬂi 1ITFO32008  FURWODALT DANIK SUMLUT LBINIIA0D EITET [MHD. TAGOR SALEH HARAIAER | HERKEMBANG
19 VIFTOENES  RILOTING HAKE SUMUT FEN030403 [IRR] [EHOLAT HARAHAR BERKEMBAYD
U FATTLARA BIMIEIRK TANK SUMLT IO 7 2 MR YUNUS TAMPUBOLON BEREEMEAMG
21 PITT0ARNS  MAUNGGURAP BN SUMUT | Sarbuuqud 14800 AHLILRRAH Ird DAL NTHE | DERKEMHANG
22 EATTO2008  HUITA PADARD FANE SUMUT IAHRANFTASATHIRITWANUDDN SIREGAR REFKEMBANG
4 FADANG SIERM Al 2LT o200 PARTEAMAN SAROIL | BANE SUMUL FARRADANETAG0T [ AHMAD HITWAN BALIMUNTHE DEXKEMHEAN
24 H.LI'I'.F.IMHNR‘LI‘ " tevrosmon  SAGUNGAN BAN SUMUT AN 14635 RAFRUDNM HARAHAR HEHKEMBANG
25 LATTORFO0T  BING AL CANIL SUBMUT AAURH0E 15199 [EULKARNAIN SIHELGAR DEEKEMBANG
s L0400 TINJOMAN LAME RAMI SURLT 2320403 15225 | SAFRIL EFERTI TARIE/KA HERKEMHAND
7 L2TTNS008  GOTL LANE SURLT | 230026403 14453 [ MULYAIN BERKEMEANG
i 1277052010 HUTA KOJE BANE SUMUT | 2300204014556 [ASPAN SIRECAR EEREEMBANG
i) 1277052015 HUTA LOMOARSG HARK SUMUT | 220020403 14431 [ARIUN HARAHAP GEREEMOANG
=i TZTFREANT HUTA LIMBONG BNk SUMUT SMIUA0S 11D SOP AN DOXGUORAN RERFEFEMBEANG
ai 1705012 HUTAPADANG BAKK SUMIT | 230030403 144358 HER] GUNAWAN DALIMUNTHE BEREEMEANG
3z 1I77052 4 LARITHAN LADO GiANE ::-:".LJ.HJL _&uuauqu;sl:-f.r:'u lL'a_.l:I.E Sﬂ]'l;‘:_:é‘_r_'l FEREEMRANG
a3 TEITEEIT LAHUHAN RASOHI BAHE ST FATARANZTAATT| RAHMAT HARAHAR BERKEMUANG
34 |PADANG SIDEMPUAN] LITTOSI00R  MANEGEN LA ME SURT ACAA0I 19558 [ PATANG 1ARATIAR HERKEMBANT
gt [TEREEARS I TG MARUNGOANG AR |BANE SUMUT || 2300204008 1080 [SI00TE HARAEAR HERKEMDANG
36 LATTOEINNT  MANUNGGANG JULU  [BANK SUMUT LA ESRET [BAMSUDDMN EITONGA HEFKEMBANG
57 1277052003 PALOFAT FK BANK ST FFNFNITIGNE [RIFIY GUENILT HAZIBUAY S AT
AR 1277053013 PEREEBURKAN PE HAKE SURLT | 280020403 19985 [LUMALD HARAHAP DNEEKEMDAN
an LTS0S PUREATUA FE HARK SUMUT SI0A0TTLA51 S [MUTIAMMAD YUSOE Bl AT
&0 1377052004  SALAMBUE FBANKE SUMUT | 2300204031457 1 AHDUR RAHMAT M
L= 17 PEA00E  SIGULANG DANE SUMUT ZAND20ANF ] 449 ] | ANGEARS MUDA SAKTI EEREEMEANG
|4z FITTOGEIE TARUTUNG BARD BAME SUMLEE | 23002000 14916 DAMES PASARIDU TERTIN GEAL
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